
PERATURAN  DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR  10  TAHUN  2011 TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi nyata dari kemampuanwajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi Dan BangunanPerdesaan Dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlumelakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10  Tahun  2011 tentangPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor  10  Tahun  2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan DanPerkotaan;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak denganSurat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimanatelah diubaha dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3987);4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4189);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5078);9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111);14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yangdipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri OlehWajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4)17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor  10  Tahun  2011tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (LembaranDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun  2011 Nomor 10);
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal  IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor  10  Tahun2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah KabupatenPenajam Paser Utara Tahun  2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan, sebagai berikut:a. Untuk NJOP dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar0,1% ( nol koma satu persen).b. Untuk NJOP dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampaidengan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% ( nolkoma satu lima persen).c. Untuk NJOP dengan nilai lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Ketentuan Pasal 8  diubah yakni setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehinggaPasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak padatanggal 1 Januari.(3) Tempat Pajak yang terutang adalah di Wilayah Daerah.
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Pasal IIPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal 27 Januari 2014
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajampada tanggal 27 Januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,Ttd
H. ABDUL ZAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1.


